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BUPATI ACEH UTARA,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 104 ayar (21 peraturan

Menteri Daram Negeri Nomor g6 Tahun 2017 tentang Tata cara
Perencanaan, pengendarian dan Evaluasi pembangunan Daerah, Tata
cara Evaluasi Rancangan peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka panjang Daerah dan Rencana pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara perubahan Rencana
Pembangunan Jangka panjang Daerah, Rencana pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Keq'a pemerintah Daerah maka perru
menetapkan peraturan Bupati Aceh utara tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025;

Mengingat : 1. undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 19s6 tentang
Pembentukan Daerah otonom Kabupaten-kabupaten dalam
Lingkungan Daerah propinsi sumatera Utara (rrmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 5g, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 2g Tahun 1999 tentang penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3g51);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo3 nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42g7);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaan pembangunan Nasionar (Iembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lemtaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

5' undang-undang Nomor rl Tahun 2o06 tentang pemerintahan Aceh
(r,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor lT Tahun 2OOZ tentang Rencana
Pembangunan Jangka panjang Nasional Tahun 2OOS_2O25
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 470o);
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7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
sebagairnana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tefitang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahw 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Repubtik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5O59);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah
beberapa ka-li, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2OLl tentang Pembentukan peraturan perundang_
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah:un 2022
Nomor L43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5g7)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang_
Undang Nomor 6 Tahun 2023 terrtang penetapan peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Unda_ng (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6g56);

11. Undang-Undang Nomor Z Tahun 2O2l tentang Harmonisasi
Peraturan Perpqiakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 246, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6736);

12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan a,tara Pemerintah pusat dan pemerintahan Daerah
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 23g, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6841);

14. Peraturan Pemerintatr Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6403);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2l Tahun 2O2l tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6633);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang
Dekonsentrasi dan T\rgas Pembaltuan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6794);

19. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang pelaksanaan
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 20 17 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pembangunan
daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312);

21. Peraturan Menteri Da-lam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor l1l4);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor l8 Tahun 2020 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun
2019 tentang Laporan dan Evaluasi penyelenglaraan pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O20 Nomor 2gg);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O20 tentaag
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2O21 Nomor 1419);
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26.Keputusan Menteri Dalam Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
050-5889 Tahun 2O2l tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan
Inventarisasi Pemutakhiran Klasilikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

27. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian
Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan
Dana Otonomi Khusus sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Qanun Aceh Nomor I Tahun 2018 tentang
Perubahan Ketiga atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan
Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (kmbaran Aceh
Tahun 2018 Nomor 7);

28. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang
dan Wilayah Aceh Tahun 2Ol3-2O33 (Lembaran Aceh Tahun 2013
Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh nomor 62);

29. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) (Lembaran Aceh tahun
2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 137);

3O. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2019 tentang petunjuk
Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas
Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Berita Daerah Aceh Tahun 2019
Nomor 23);

31. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 06 Tahun 2022 terrtatg Rencana
Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Aceh Tahun
2022 Nomor 6);

32. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2013 tentang
Rencana Tata Ruang Kabupaten Aceh Utara Tahun 2Ol2-2O52
(Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 199);

33. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2014 tentang
Rencala Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2OO5-2O25 (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2014
Nomor 9);

34. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara
(Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 219) sebagaimana telah
diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor I Tahun 2021
tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat
Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun
2021 Nomor 1);

35. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2024 tentang
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024 Nomor 2l;

36. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 13 Tahun 2022 lentang
Rencala Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun
2023-2026 (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2O22 Nomor 13).
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MEMUTUS$N:

McNetapKan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Utara.
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun

2025 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2O2S adalah dokumen
perencana€rn pembangunan daerah Kabupaten Aceh Utara untuk
periode l(satu) tahun.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
pemerinta-h daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan
Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten.

5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya
disebut Bappeda adalah unsur perenc€rna penyelenggaraan
pemerintah yang melaksanakan tugas mengkoordinasikan,
mensinergikan dan mengharmonisasikan pen5rusunan,
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan
daerah.

6. Rencana Keq'a Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah
untuk periode I (satu) tahun.

7. Kebdakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten
yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat
kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta
asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut
PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal
anggaran yang diberikan kepada perangkat kabupaten untuk setiap
program sebagai acuan dalam penJrusunan rencana kerja dan
anggaran satuan kerja perangkat daerah.

9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut TApD
adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan
kepala daerah dalam rangka pen5rusunan Anggaran pendapatan
dan Belanja Daerah.

Pasal 2

(1) RKPD Tahun 2O25 adalah dokumen perencala€rn pembangunan
daerah Kabupaten Aceh Utara untuk periode 1 (satu) tahun yaitu
Tahun 2025 yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada
31 Desember 2025.

(2) RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I Pendahuluan;
BAB II Gambaran Umum Kondisi Kabupaten Aceh Utara;
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BAB
BAB
BAB
BAB
BAB

III
ry

VI
VII

Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
Sasaran dan Prioritas pembangunan Daerah;
Rencana Kerja dan pendanaan Daerah;
Kinerja Penyelenggara an pemerintahan Daerah; dan
Penutup.

Pasal 3

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal . uli 2024 M.

t445H.

RA,

(3) RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum
daiam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

RKPD Tahun 2O25 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 menjadi
pedomal:
a. bagi Satuan Kerja perangkat Kabupaten dalam penyempurnaan

Rencana Kerja Ta_hun 2O2S; d,:art

b. dalam pen]'usunan dan evaluasi Rancangan eanun tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun
2025 termasuk Kebijakan Umum Anggaran pendapatan dan
Belanja Kabupaten dan prioritas plafon Anggaran Sementara Tahun
Anggaran 2025 saat pembahasan dengan Dewan perwakilan Rakyat
Kabupaten Aceh Utara dan TApD.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlak u pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkaa pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita X"brp.i..,
Aceh Utara.
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Diundangkan di Lhoksukon
pada tanggal 5Jutr 2024 M
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ARIS DAERAH
ACEH UTARA

ALBAR

BERITA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2024 NOMOR I 3

:
ul
o
t

H


